GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank
Perkreditan Rakyat - Sumatera Selatan dalam
pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya bantuan
permodalan usaha mikro, kecil dan koperasi serta
meningkatkan daya saing terhadap dunia perbankan, agar
mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan daya saing Badan Usaha
Milik Daerah, berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu
dilakukan perubahan bentuk hukum terhadap PT Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank

Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda);
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. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Uandang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6845);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6865);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

10.

il.

12.

13.

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 6173);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota  Pengawas atau Anggota Komisaris dan
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daecrah {(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemcrintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781};

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank
Perekonomian Rakyat Syariah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11};

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 3 seri
E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaaan Modal
Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat {Lembaran Daerah Provinsi

Sumatcra Sclatan Tahun 2011 Nomor 7 ser1 E};

WF/
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Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
HUKUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA
SELATAN MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN (PERSERODA).

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

[#3]

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatcra Selatan.

6. Pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  Pemerintah
Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/
Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi

Surmatera Selatan yang secluruhr dan/atau sebagian

modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

|
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Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham
PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
{Perseroda} vyang mempunyai kemampuan  dan
kewenangan mengendalikan PT Bank Perekonomian
Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sesuai ketentuan
pcraturan Perundang-undangan khususnya di bidang
perbankan.

Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
yvang ditetapkan melalui akta notaris.

Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Sclatan (Perseroda).
Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan {Perseroda).
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan
Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk
dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan {Perseroda).
Hari adalah hari kerja.

Pihak ketiga lainnya adalah perseorangan, badan
hukum, pihak swasta, perbankan, dan BUMN/BUMD.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mcliputi:

SR OMO A0 o

. nama dan tempat kedudukan;
. maksud dan tujuan;
kegiatan usaha;
. jangka waktu berdiri dan anggaran dasar;
modal dasar dan kepemilikan saham;
organ BUMD;
. kepegawaian,;
. penctapan dan penggunaan laba bersih;

1. pelaporan;

L€
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j. pembinaan dan pengawasan;
k. kerja sama dan sincrgitas;
1. pembubaran; dan

m. sanksi.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum PT Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selaian diubah menjadi
PT Bank Perckonomian Rakyat Sumatcra Selatan
(Perseroda) yang dilaksanakan melalui perubahan Akta
Pendirian.

(2) Berdasarkan perubahan bentuk hukum PT Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:

a. kekavaan,;

b. usaha perusahaan;

C. perizinan;

d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan

e. Pegawali,

yang dimiliki PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera
Selatan dialihkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan kepada PT Bank Perekonomian Rakyat
Sumatera Selatan {Perseroda).

{3) PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
{Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan dan untuk kepentingan pengembangan usaha
Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di

tempat lain.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

{1) Perubahan bentuk hukum PT Bank Perkreditan Rakyat
Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat
Sumatera Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar
Peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera
Selatan {Persercda) dalam meningkatkan pertumbuhan
perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat dan

11 4¢

Pendapatan Daerah.
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Twjuan Perubahan Bentuk hukum PT Bank Perkreditan
Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian

Rakyat Sumatera Sclatan (Perseroda) adalah:

a. meningkatkan peran dan fungsi PTI Bank
Perckonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

dengan memperiuas jangkauan operasional;

b. meningkatkan permodalan PT Bank Perekonomian

Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda);

c. meningkatkan daya saing PT Bank Perekonomian
Rakyat Sumatera Selatan  (Perseroda) dengan
mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional,

global maupun perkembangan teknologi;

d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan
perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah

dan bertindak scbagai penyimpan uang daerah; dan
e. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah,

Perubahan Bentuk Hukum Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1} tidak mcrubah fungsi PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
sebagal Bank Perkreditan Rakyvat dan dapat sebagai
Pemegang Kas daerah dan/atau Penyimpanan dan

Pengelolaan Uang Dacrah, yaitu:
a. menyalurkan kredit;
b. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana; dan

c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI}, deposito berjangka, sertifikat deposito,

dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam hal perubahan bentuk hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PT Bank Perekonomian
Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dapat berfungsi

sebagail Bank Umum yang mempunyai tugas:

a. turut serta meningkatkan pemanfaatan potens: dan
sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong
kegiatan perekonomian dan melaksanakan

penyimpanan Uang Daerah;

1 yf
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b. dapat sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
¢. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;

d. pertukaran valuta asing;

e. kegiatan transfer ; dan

f. diperbolehkan menambah permodalan dengan melepas

sahamnya di pasar modal.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1} Untuk mencapai maksud dan tujuan, PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
melakukan usaha di bidang perbankan dalam arti yang
seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan
usaha tersebut yang lazim dilakukan kegiatan perbankan
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, meliputi:
a. menghimpun dana masyarakat;

. memberikan kredit;

. menyediakan pembiayaan;

o o T

. menempatkan dana;

€. melaksanakan kegiatan valuta asing;

f. melaksanakan kegiatan transfer;
g. melaksanakan digitalisasi perbankan; dan
h. melaksanakan kegiatan permodalan dan saham.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Anggaran Dasar.

BAB YV
JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6
(1) PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak
terbatas.
{2) Anggaran dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera
Selatan {Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan
dalam RUPS,
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(3} Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam Akta Notaris sesual ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

(4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d

. jangka waktu berdiri;

o

besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

ey

jumlah saham;

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap
klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

h. nilai nominal setiap saham;

1. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan
anggota Direksi;

J- penctapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
RUPS;

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian
anggota Komisaris dan anggota Direksi;

1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

BAB VI
MODAIL DASAR DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 7

(1) Modal  dasar PT  Bank  Perekonomian  Rakyat
Sumatera Selatan  {Perseroda} ditetapkan sebesar
Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

(2) Modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi adalah
sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah mengenai
Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan.

{3) Dari Modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Provinst
sebagaimana dimaksud pada huruf (2}, modal yang telah
disetorkan adalah secbesar Rp.113.868.389.000 (seratus
tiga belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta

tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiahj.
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(4) Modal yang telah disetorkan oleh PT Sumsel Energi
Gemilang (Perseroda) adalah sebesar Rp.4.975.000.000

(cmpat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta

rupiah).

Pasal 8
Kepemilikan pada saham PT Bank Perekonomian Rakvat
Sumatera Sclatan (Perseroda) terdiri dari :
a. Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan paling sedikit 51 %
(lima puluh satu persen);
b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
dan/atau

¢. pithak ketiga lainnya.

Pasal 9

{1} Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Perekonomian
Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dapat berupa uang
dan barang milik Daerah.,

{2} Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah
dijadikan penyertaan modal Daerah.

{3} Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh
dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah
sesuai dengan  ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

(4) Penyertaan modal Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemenuhan Modal disetor penuh dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

Daerah.

Pasal 10

{1} Perubahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan
Pemeriniah Kabupaten/Kota pada PT Bank
Perekoniomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) baik
penambahan, pengurangan maupun pemindahan,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesuat

dengan Peraluran Perundang-undangan.

o



S 12 -

BAB VII
ORGAN BUMD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11
Organ PT Bank Perckonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda) terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan

c. Direksi.

Bagian kedua
RUPS

Pasal 12

(1) RUPS terdri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

(2) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

(3) RUPS tahunan dilaksanakan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun buku berakhir.

(4) Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak
substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah apabila
berhalangan dalam menghadiri RUPS scsuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian ketiga
Direksi

Pasal 13

(1) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui Seleksi Uji
Kelayakan dan Kepatutan.

(2) Bank dipimpin oleh Direksi, dengan jumlah anggota
Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3
(tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai
Direktur Utama.

(3) Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS} dari calon-calon yang diusulkan pemegang
saham.

(4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama-lamanya 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu} kali masa
jabatan.

(5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan
wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur dalam

Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Perundang-

/1

undangan.
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Bagian keempat

Komisaris

Pasal 14

(1} Pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui Seleksi
Uji Kelayakan dan Kepatutan.

{2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan
jumlah Direksi.

(3) Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) dan calon-calon yang diajukan pemegang
saham.

(4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan,
tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris
diatur dalam Anggaran dasar sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan.

(5) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling
lama 4 (ecmpat) tahun dan dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Pegawai PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera
Selatan (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh
Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Hak dan kewajiban pegawai PT Bank Perekonomian
Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) diatur oleh
Direksi dengan  persetujuan  Komisaris  sesual
Perundang-undangan vang berlaku, dengan

memperhatikan kemampuan Bank.

BAB IX
PENETAPAN DAN
PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 16
{1) Laba bersih PT. Bank Pcrekonomian Rakyat Sumatera
Selatan {Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah
disahkan olch Kepala Daerah/RUPS meliputi:
a. bagian laba uniuk daerah/deviden untuk
pemegang saham 53% (lima puluh lima persen);
b. cadangan 20% (dua puluh persen);
c. langgung jawab sosial dan lingkungan/corporate

social responsibility 3% (tiga persen);

/i
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d. tantiem 4% (empat persen);
e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

(2) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang
saham yang menjadi bagian laba untuk daerah atau
deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BAB X
PELAPORAN
Bagian kesatu

Pelaporan Komisaris

Pasal 17

(1) Laporan Komisaris terdiri dari:

a. laporan  triwulan, yang disampaikan kepada
pemegang saham; dan
b. laporan tahunan, yang disampaikan pada RUPS.

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan
laporan keuangan,

{3) Laporan tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
€. upaya memperbaiki kinerja BUMD.

(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah akhir triwulan berkenaan.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, disampaikan kepada RUPS paling lambat 90
{sembilan puluhj hari kerja setelah tahun buku BUMD
ditutup.

{6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh} hari

kerja setelah laporan diterima.

Bagian kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 18

(1} Laporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan,

N

laporan iriwulan dan laporan tahunan.
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(3)

(V)

(1)
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu
dasar pengawasan.

Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} terdiri atas laporan kegiatan
operasional dan laporan keuangan yang disampaikan
kepada Komisaris.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan
laporan manajemen  yang ditandatangani  bersama
Direksi dan Komisaris.

Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4) disampaikan
kepada RUPS,

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah diterima.

Dircksi mempublikasikan laporan tahunan kepada
masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disahkan oleh RUPS.

Dalam hal terdapat anggota direksi tidak
menandatangani  laporan  tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya

secara tertulis.

BAB X1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasai 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan {Perseroda)
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pembinaan BUMD.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan

Provinsi.




(4)

(6)
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Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kinerja PT Bank Perekonomian Rakyat
Sumatera Selatan (Perseroda).

Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pengawasan eksternal terhadap PT Bank Perekonomian
Rakyat Sumatera Sclatan (Perseroda) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 20

PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak
lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya
marnusia, manajemen, profesionalisme perbankan/
lembaga keuangan, dan usaha lain sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi,
jejaring, serta  kemitraan dengan  Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya.
Selain  sinergitas, PT Bank Perekonomian Rakyat
Sumatera Selatan (Perseroda) dapat melakukan
sinergitas kegiatan usaha perbankan dengan BUMD

lainnya.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 21
PT Bank Perckonomian Rakyat Sumatera Seclatan
(Perseroda) dapat dibubarkan karena :
a. Keputusan RUPS; dan/atau
b. Penetapan Pengadilan.
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(2) Pembubaran PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera
Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 22
Dalam hal Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Bank
Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya
dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Periodesasi Organ PT Bank Perkreditan Rakyat
Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku
sampai berakhir masa jabatannya; dan

b. Pcgawai PT Bank Pcrckonomian Rakyat Sumatera
Selatan (Perseroda) adalah pegawai pada PT Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pengaturan Peclaksanaan Peraturan Dacrah in1 akan
dituangkan lebih lanjut dalam Akta Perscroan Terbatas PT
Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan {Perseroda)

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rars
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Pasal 25
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Sepieuber 2024
P). GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 173 Sewtewdber 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN :
(2_138/2024)

a. Paraf Hierarki

No f Jabatan Paraf )
/ Vg

1. | Sekretaris Daerah 1. / Vv

2. | Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. h

3. | Kepala Biro Perekonomian 3. o !

b. Paraf Koordinasi

No ’ Jabatan ] Paraf / i
i

1. { Kepala Biro Hukum dan HAM ;




